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LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA

A.Daftar Pertanyaan Wawancara Ketua Yayasan Nanny Djafar Aidid
Perencanaan

1. Apakah ada pembuatan RKAS dalam perencaan pelaksanaan BOP PAUD di
SPS PAUD AL-MUTAQINA ?

2. Bagaimana keterlibatan Ketua Yayasan dalam Pengelolaan dana BOP PAUD di
SPS PAUD AL-MUTAQINA ?

3. Apakah Ketua Yayasan mengetahui mengenai dana BOP yang diterima PAUD
di SPS PAUD AL-MUTAQINA?

4. Apakah terdapat sosialisasi terkait Dana BOP PAUD ?

5. Bagaimana keterlibaan guru dalam penyusunan RKAS ?

Pelaksanaan

1. Dalam setiap periodenya kapan PAUD menerima Dana BOP ?

2. Berapa banyak jumlah dana BOP yang diterima PAUD ?

3. Apakah ibu selaku Ketua Yayasan mengetahui pemanfaatan dana yang

dilakukan oleh SPS PAUD AL-MUTAQINA ?

Pelaporan

1. Apakah pihak SPS PAUD AL-MUTAQINA tepat waktu dalam melaporkan
laporan Penggunaan Dana BOP-PAUD secara tepat waktu ?

2. Apakah pihak PAUD mempublikasikan penerimaan dana BOP-PAUD ke
Masyarakat/orang tua siswa ?

3. Apakah pihak PAUD mempublikasikan Rencana Penggunaan Dana dan

Penggunaan Dana BOP yang diterima dan yang digunakan setiap semester ?

B.Daftar Pertanyaan untuk Kepala Sekolah dan BendaharaPerencanaan

1. Bagaimana proses penyusunan RKAS yang dilakukan oleh SPS PAUD AL-
MUTAQINA ?

2. Apakah selama periode tahun 2020-2021 terjadi perubahan dalam penyusunan
RKAS ?

3. Bagaimana perencanaan Penggunaan Dana BOP PAUD sejak tahun 2020sampai
tahun 2021 ?

4. Siapa saja yang terlbat dalam penyusunan RKAS ?

5. Apa saja yang menjadi pertimbangan anda dalam penyusunan RKAS ?
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6.

Apakah penyusunan RKAS sesuai dengan Juknis Pengelolaan dana BOP dan

peraturan terkait ?

Pelaksanaan

1.

10

11.
12.

13.
14.

Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima Dana BOP PAUD dari tahun
2020-2021 ?

. Bagaimana proses pengambilan/pencairan Dana BOP SPS PAUD AL-

MUTAQINA tahun 2020-2021 ?

. Bagaimana proses Penggunaan Dana BOP PAUD ? apakah sudah sesuai dengan

Juknis dan RKAS ?

. Apakah semua kebutuhan SPS PAUD AL-MUTAQINA sudah terpenuhi

dengan adanya dana BOP sejak tahun 2020-2021 ? apabila tidak, upaya apa
yang dilakukan oleh pihak sekolah ?

. Bagaimana mekanisme pembelian/pembelanjaan barang dengan menggunakan

Dana BOP PAUD ?

. Apakah yang dijadikan pertimbangan dalam pembelanjaan Dana BOP PAUD ?

Bagaimana proses pembukuan dana BOP yang dibuat oleh SPS PAUD AL-
MUTARQINA sejak tahun 2020-2021 ?

. Apakah proses pembukuan sudah dilakukan secara rutin setiap penerimaanBOP ?

. Apakah dalam proses pembukuan selalu menyertakan bukti pembelanjaan

berupa kwitansi atau bukti tanda pembelian dan penerimaan barang oleh pihak

SPS PAUD AL-MUTAQINA ?

. Apakah pencairan Dana BOP PAUD sudah rutin setiap awal semester ganjil

ataupun genap sejak tahun 2020-2021 ?

. Kendala apa saja yang anda hadapi selaku Bendahara/Kepala Sekolah dalam
Pengelolaan dana BOP PAUD ?

Adakah keterlambatan pencairan Dana BOP PAUD sejak tahun 2020-2021?
Bila terjadi keterlambatan pencairan Dana BOP PAUD langkah apa yang
anda lakukan untuk menyelesaikannya ?

Dana BOP PAUD ini dialokasikan untuk biaya apa saja ?

Apakah Dana BOP PAUD sudah bisa mengcover seluruh pembiayaan yang
terencana pada RKAS tahun 2020-2021 ? bila tidak mencukupi solusi apa

yang anda lakukan ?
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15. Apakah sumbangan dana BOP ini sudah dikelola secara sistematis, transparansi,

efisien, dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan ?

Pengawasan
1. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Yayasan dan Dinas
Pendidikan ?
2. Bagaimana bentuk pengewasan Pengelolaan dana BOP PAUD yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan ? kapan dilaksanakannya ?
3. Komponen apa saja yang di pantau saat dilakukan pengawasan oleh pihak

Dinas Pendidikan ?

Pelaporan Pertanggungjawaban

1. Apakah pihak SPS PAUD AL-MUTAQINA mampu Menyusun laporan
pengelolaan BOP PAUD tahun 2020-2021 sesuai dengan format yang
ditentukan dalam Juknis ?

2. Kapankah pihak PAUD biasanya melaporkan Pengelolaan dana BOP
PAUD ?

3. Siapa sajakah pihak yang diberikan tanggungjawab untuk membuat laporan
Pengelolaan dana BOP SPS PAUD AL-MUTAQINA ?

4. Apakah pihak SPS PAUD AL-MUTAQINAg melakukan publikasi jumlah
dana yang diterimaSPS PAUD AL-MUTAQINA setiap semesternya kepada
para orang tua siswa PAUDataupun kepada Ketua Yayasan dan guru PAUD ?

5.  Apakah pihak TK Cikoang juga mempublikasikan RKAS dan Laporan
Pengelolaan dananya kepada pihak-pihak tersebut ?
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LAMPIRAN 2 HASIL DOKUMENTASI
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LAMPIRAN 3 HASIL OBSERVASI

Lunas dibayar gl 30/12/2021
Bendahara,
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LAMPIRAN 5 SURAT KETERANGAN PENELITIAN

77\ YAYASAN DARUL MUTTAQIEN ANUGRAH
=/ SK.Kemenkumham No. AHU-0011299.AH.01.04. Tahun 2020
PAUD AL-MUTAQINA
KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT

Kp. Cikasungka Rt 003/ Rw 016 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor 16660

KEPALA PAUD AL-MUTAQINA
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 30/PAUDAI-Mutaqina-244/VI11/2022
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : NULHAKIM JUANDA, ST
Jabatan : Kepala PAUD Al-Mutaqina

Menerangkan bahwa:

Nama : MELINDA HIKMAWATI
NIM 12421801685
Jurusan : Akuntansi

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul
“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENYALURAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD PADA SPS PAUD
AL-MUTAQINA KABUPATEN BOGOR”

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Cigudeg
Pada Tanggal : 20 Juli 2022
Kepala Sekolah

2

S/ HAKIM JUANDA
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LAMPIRAN 6 PETUNJUK TEKNIS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA
BANTUAN

OPERASIONAL  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  KESETARAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan
penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, perlu
menyalurkan dana  bantuan  operasional untuk membantu pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan;

b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis
pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan
dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
berwenang menetapkan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional
penyelenggaraan pendidikan anak wusia dini dan dana bantuan operasional
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan,;

Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang
selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya
operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak

yang mengikuti pendidikan anak usia dini.

2. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang
selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan
untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung
kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun
yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

4.  Pendidikan  Kesetaraan  adalah  program  pendidikan  nonformal
yangmenyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah,
sekolahmenengah  pertama/madrasah  tsanawiyah, dan sekolah menengah
atas/madrasah aliyah yangmencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
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5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi
diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.

7. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem
pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat
data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan
substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online.

8. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode
pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain
yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.

9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat
RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu)
tahun

anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola
langsung oleh Satuan Pendidikan.

10. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan di daerah.

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan
prinsip:

a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan
Pendidikan;

b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh,
dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;

c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar
siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
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d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara
keseluruhan  berdasarkan  pertimbangan  yang logis  sesuai  peraturan
perundangundangan; dan

e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir
aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
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LAMPIRAN 7 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : MELINDA HIKMAWATI
No. KTP :3201226205960001
Tempat, Tgl Lahir ~ : Bogor, 22 Mei 1996
Agama : Islam
No. Handphone : 085717535816

Alamat

Email

: Kp. Lebak pasar RT03/RWO02 Desa Cigudeg Kecamatan

Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat 16660
: melindahikmawati96@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2009
2009-2011
2011-2014

AN NI NERN

SDN 01 Kiarapandak, Sukajaya, Kab.Bogor, Jawa Barat
SMPN 01 Sukajaya, Kab.Bogor, Jawa Barat
SMAN 01 Cigudeg, Kab.Bogor, Jawa Barat

2018-Sekarang STIE GICI Bogor, Jawa Barat

Pengalaman Kerja

2014-2015
2015-2016
2016-2020
2020-2022

ANER NI NERN

SPG Rabbani Ciputat Tanggerang Selatan Banten

PCL Sensus Penduduk BPS Kab.Bogor Jawa Barat
Pramugolf Rainbow Hills Sentul Kab. Bogor Jawa Barat
Crew PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Bogor Jawa Barat
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